
 
 
 

WALIKOTA SURABAYA 
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 31 TAHUN   2011 

 
TENTANG  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA                                    
NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI,  HIBAH, BANTUAN SOSIAL                               

DAN BANTUAN KEUANGAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

Menimbang    :     a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 
Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009; 

 
b.  bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparasi 

pengelolaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan 
keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja, maka perlu meninjau kembali ketentuan mengenai 
bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana subsidi, 
hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, 
Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 
Tahun 2009; 

 
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal 
Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian 
dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan 
Bantuan Keuangan. 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298); 

 
 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4400); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4844); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 
Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 
Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman  

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara Tahun 2006 
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007; 

 
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 

 
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan 
Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga  
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D); 

 
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12); 

 
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah  
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11); 

 
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4); 

 
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 60 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2010 Nomor 84); 

 
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, 
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 18); 

 
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang 

Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87). 
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MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2009 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL 
DAN BANTUAN KEUANGAN. 

 
 

Pasal I 
 

Ketentuan Pasal 14 dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor          
1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan 
Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 12 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 
Nomor 18), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
 

Pasal  14 
 

(1)  Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 
bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa 
yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi 
penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala SKPD 
sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (4).  

 
(2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek 
pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan 
pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima subsidi, hibah, 
bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan. 

 
(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu : 
 

a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD 
sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (4); 

 
b. tembusan disampaikan kepada : 
 

1. Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); 

 
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. 

 
(4) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau 

bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dengan jumlah di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan 
Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 



(5) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau 
bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada  
ayat (1) dengan jumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh 
pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
(6) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dibebankan pada masing–masing 
penerima bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan 
keuangan. 

 
(7) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan 

Publik/pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus bersifat atestasi sehingga dapat memberikan 
pendapat tentang kecukupan prosedur dan ketentuan yang 
berlaku untuk tujuan pelaporan pertanggungjawaban. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

 
 

     Ditetapkan di Surabaya  
     pada tanggal 3 Mei 2011 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
TRI RISMAHARINI 

Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 3 Mei 2011 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

 
ttd 

 
SUKAMTO HADI, SH. 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19570706 198303 1 020 
 
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2011 NOMOR 40 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
a.n. SEKRETARIS DAERAH 

Asisten Pemerintahan 
u.b 

Kepala Bagian Hukum, 
 
 
 

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum. 
Pembina 

NIP. 19720831 199703 1 004 


	WALIKOTA SURABAYA, 

